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FPERATURAM DAERAH EABLUPATEN FROBOL INGBO

NOMOR @ /4 TAHUN 2000
TENTANG
PERATURAM DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO

EBahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 105

avat {3} Undang — Undang Homor 22 Tahun | 1999 tentang

Pemerintahan Daerah dan Bab V Pasal| 51 ayat (1}

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor &4 Tahun 1999

téntang FPedoman Umum Fengaturan Menqena% Desa., perliu

ménetapkan FPeraturan Daerah tentang PeraTuran Desa.

1.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ten%ang Femerintah
an Daerah {Lembaran Negara Tahun 1%9? Momor &0,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 38390 ‘

Feraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 4 2 Tahun 1999
tentang Pencabutan Heberapa Permendagri, Kepmendagri
dan Inmendari mengenai Pelaksanaan| Undang-Undang
Momor T Tahun 1979 tentang Pemerintah'n Desa
Keputusan Menteri Dalam HNegeri NnmorL63 Tahun 1999

tentang Fetunjuk Felaksanaan da Penvesuaian

|
FPeristilahan dalam Penyelenggaraan Peherintahan Desa
dan Eelurahan 3
Keputusan Menteri Dalam NMegeri Nomor 64 Tahun 1999

tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN FERWAKILAN RAKYAT DAERAH KARUPATEN PRDB?LINGEG

MENETAPKAN

=

MEMUTUS K AN
PERATURAN DAERAH KABUPATEM PROBOLINGGO TENTANG
FERATURAN DESA.




Dalam Peraturan daerah ini vang dimaksud dengan

a.
b.
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BAB I
EETENTUAN LIFUM

Fasal 1

Bupati adalah Bupati Probolinggo

Kepala Kecamatan disebut Camat
Femerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yvang

oleh Pemerintah Desa dan HBadan Ferwakilan Desa g
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Deg
Badan Perwakilan Desa vang selanjutnya disebut BFD
Ferwakilan yvang terdiri atas pemuka-—pemuka masvaraka
Desa

vang berfungsi mengayomi adat— istiadat, mes

bDesa, menampung dan menyalurkan aspirasi masy
melakukan pengawasan terhadap penvelenggaraan Pemeri
Peraturan Desa, adalah peraturan vang ditetapkan ole
{BPD),

menvyelenggarakan Otonomi Desa vang diserahkan kepada

atas persetuiuan Badan Ferwakilan Desa

pelaksanaan dan penjabaran Peraturan Ferundang-undan

tinggi :
Desa atau vang disebut dengan npnama lain selaniutnva
adalan kesatuan masyarakat hukum vang memiliki  kew
mengatur dan mengurus kepentingan masvarakat setempg
dan

asal-usul adat-istiadat setempat yang diakui

pemerinitahan nasional dan berada di daerah kabupaten

BAB II
HENTUK PERATURAN DESA

2

Pasal
Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa d
Bentuk Feraturan Desa sebagaimana dimaksud pads avys

kan lebih laniut pleh Bupati.

dilaksanakan
a3

adalah Hadan
di

t vang ada
at Peraturan
rakat, serta

Desa 3

ntahan
h Kepala Desa
dalam rangka
De=sa sebagai

gan vang lebih

disebut Desa,

enangan untuk
t berdasarkan

dalam sistem

an atau BFD :
t {1) ditetap—

Fasal 3
Dalam waktu 7 {tuijuh) hari sebelium diadakan rapat pembahasan
Fancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalaﬁ Fasal 2 avat
{1} harus sudah diterima oleh Kepala Desa dan atau BFD
Apabila Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimalsud pada avat
{1} tidak disstujui, dalam wakiu 3 {(tiga} hari |sebelum rapat

pembahasan kedua. rancangan tersebut harus disempur

nakan.



BEABRIII
MATERI PERATURAMN DESA
Fasal 4
{1} Peraturan Desa ditetapkan berdasarkan kebutuban |(vano mendasar
sesusi aspirasi, kondisi yang hidup dan berkembang dalam
masvarakat desa vang bersangkutan vang ssmuat sateri @
2. Pokok materi Peraturan Desa g
b. Pertimbangan Dasar dibuat Peraturan Desa
C. Basar hukum yang melandasi Peraturan Desa 3
d. Penetapan pokok materi Peraturan Desa :
e. Bab dan pasal-pasal sebagai peniabaran Peraturlan Desa vang
diperlukan.
{2} Materi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada avat (1) memuat
materi :
a. Ketentuan vang bersifat mengatur :
b. Segala sesuatu vang menvangkut kepentingan masyarakat desa ;
. Segala sesuatu vang menimbulkan beban bagi keuangan desa.
BaB IV
TATA CARA FPEMETAFAN
Fasal &
{1} Dalam menetapkan Peraturan Desa, BPD mengadakan rapat vang
dihadiri ocleh sskurang—kurangnya dusa pertiga dari jumlah anggota
BFD 2
{Z) Tata cara rapat sebagaimana dimaksud avat (1) dit?tapkan dengan
keputusan tata tertib BFD.
Fasal &
{1} Kepala bOesa menetapkan Peraturan Desa setelal mendapathkan
persetujuan dari BPD 3
{2} FPeraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1} tidak
memer lukan pengesahan Bupati.
BEAaARBR WV
EEDUDUKAN PERATURAM DESA
Fasal 7
Peraturan Desa merupakan suatu dasar hukum vang mengikat  bagi
Femerintah Desa., BPFD dan warga masvarakat desa vang bersangkutan.
FPasal 8
{1} Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah  ini
harus dilaksanakan oleh Kepala Desa :
{2} Dalam pelaksanaan Feraturan desa ini, Kepala lesa | dibantu ocleh
Ferangkat Desa




Fasal 7

{1} Untuk melaksanakan Peraturan Desa cebagaimana dimaksud Pasal 7
FPeraturan Daerah ini. Eepala Desa menstapkan kebijaksanaan
pelaksanaannya dengan keputusan Kepala Desa g

{2} Eeputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada avet (1), tidak
boleh bertentangan dengan kepentingan umum darn peraturan

perundang-undangan yvang berlaku.

Fasal 10

{1} Feraturan Desa wang bersifat mengatur diundangkan dengan
menempatkannys dalam Lembaran Desa 3

{2} Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} mempJnyai kekuatan

hukum dan mengikat setelah diundangkan dalam Lembaran Desa.

BEa B VI
FEMBINAAN DAN FPENGAMWASAN
Fazal 11

{1} Pemerintah, Femerintah Propinsi dan FPemerintah Kabupaten dalam
rangka pembinaan memfasilitasi penvelenggaraan Pemjrintahan De=a:
(2} Memfasilitasi sebagaimans dimaksud dalam avat (1) |sebagai upaya
memberdayakan FPemerintahan Desa melalui  pemberian pedoman .

bimbingan, pelatihan. arahan dan supervisi.

Pasal 1i7Z
Dalam rangka pengawasan; FPeraturan Desa disampaikan (kepada Bupati
selambat—-lambatnva 2 {dua}l minggu setelah ditetapkan dengan  tembusan

Camat 3

Fasal 13

{1} Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa vang bertentangan dengan
kEepentingan umum ataw peraturan perundang—undangan vyang lebih
tinggi tingkatannva :

{2} Eeputusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalim ayat {1},
diberitahukan kepada Pemerintah Desa vang bersanghutan dan  BPD
dengan menyebutkan alasan—alasannvya 3

{3} Pemerintah Desa vang tidak dapat menerima keputusan pembatalan
sebagaimana dimalksud dalam ayat (2}, dapat mengajukan keberatan
kepada Mahkamah Agung setelah mengajukan hkepada Femerintah

Kabupaten.

BEAE VII
KETENTUAN SANKSI
Fasal 14

{1} Peraturan Desa dapat memuat ancaman denda sesuai | dengan adat-—

istiadat vang berlaku pada masvarakat desa vang bersangkutan




L1

{2} Ancaman denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
melebihi denda sebanvak—banvaknya Rp. 1.000.000,
rupiahl.

BEAR VII
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENHUTUR
FPasal 1%

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini. seluruh instry

atau pedoman vang ada atau vang diadakan oleh Pemerintgh Daerah

tidak bertentangan dengan Feraturan Daerah ini, din

heriaku.

Fasal 14
Hal-hal vang belum cukup distur dalam peraturan daerah

mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh By

17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku seiak tanggal diunds

Fasal

fAigar supava setiap orang dapat mengetahuinya.

pengundangan Peraturan Dasrah ini dengan penempatannya

Daerah Kabupaten Probolinggo.

tidak boleh

{satu 3juta

ksi, petunjuk,
jika
vatakan tetap

ini, sepaniang

pati.

ngkan -

memerintabkan

dalam [Lembaran

Ditetapkan di Frobolinggo
Fada te«,nggfl 22 HMei 2000
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Diundangkan  dalam  Lembaran  Daersh | Kabupaten  Probolinggo
tanggal 16 @w\ 2000 Nomor: 7 seri: @ |
An BUPATI PROBOLINGGO
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MUHADI SUY

NIP. 510 04

ONO, SH
Pofghina Utania
0416
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PEMIEL ADAN UMM
ATAS
FERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOL INGRO
NOMDOR TAHUN 2000
TENTANG
FERATURAN DESA

PEMIEL ASBON LML

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-iind

Tahun 1999 tentang FPemerintahan Daerah dan Pasal

Eeputusan Menteri Dalam HNegeri Nomor &4 Tahun

Pedoman Umum Pengaturan HMengenai Desa, maka

B
tentang Peraturan Desa dalam bentuk Peraturan Daera

Bahwa selama ini Pemerintahan Desa belum per
D
berlakunva Undang-lUndang Nomor 22 Tahun 1999 tentan

membuat apa vang dinamakan dengan Peraturan

Dasrah dan kKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor &

tentang Pedoman Umum Fengaturan Mengenai Desa, tug

Femerintahan Desa semakin bertambah yvaitu  dengan

kewenangan untuk lebih leluasa mengatur rumah Lang

sesuai  dengan aspirasi masyarakat desa dengan  me

nilai sosial budayva yang ada dalam masyarakat desa

PEMIELASAN PASAL DEMI PASBAL :
Pasal 1 =

i Cukup jelas
Fasal Z avat (1} 2

FRancangan {(draf} tentang
dapat dibuat atas prakar
Kepala Desa Bad
Des=a {BPD}
Hancangan

maupun

ayat (2} Feraturan

menyesuaikan dengan bentul
telah dibuat
Judul, konsiderans
menimbang,

oileh Bupa
meEr)
dan seterusnva
De=sa tern

dari Feraturan

sgsuai  dengan aspirasi,
serta norma yang berlaku d
Cukup jelas
Agar Peraturan Desa mempun
Hukum dan mengikat wargs
dan lembaga—lembaga di ds
sangkutan,
peiabat dengan
mengundangkan

=

Fasal 3 s/d 9
Pasal 10 2

namsa
meEnend
iLembaran Desa vang bersang

dan

FPasal 11 s/d 17

Cukup jelas

vail

maka sekretaris desa
lain

L ]
22

ang hNomor
Sk {1}
1999 tentang

ayat

riu mengatur

ah merancang/
SA . Setelah
Pemerintahan
193

fungsi

Tahun
= dan
diberikannva
anva sendiri

ganut nilai-

ersebut.

eraturan Desa
baik dari
Ferwakilan

E
51
Desa harus

pedoman yang
il seperti
gingat dan
sedangkan isi
sebut tetap
adat—istiadat
i masyarakat.

kekuatan

masyarakat,
=a vang ber—
atau
sSemacamnya
atkan daliam

kutan.



